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ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004
No.5, TLN No.4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 N0.66, TLN No.4400), UU 10 Tahun
2010 (LN Tahun 2010 No.126, TLN No.5167) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun
2011 (LN Tahun 2011 No.81, TLN No.5233), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.25, TLN
No.4614), Keppres Rl 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.73, TLN No.4212) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Rl 53 Tahun 2010, Keppres Rl 56/P Tahun 2010,
Permenkeu RI 91/PMK.05/2007, Permenkeu RI 196/PMK.05/2008, Permenkeu RI
08/PMK.05/2010, Permenkeu Rl 49/PMK.02/2011.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri Keuangan selaku BUN mengelola Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA
999). Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pergeseran anggaran belanja dari
BA 999.08 ke BA-K/L. Anggaran belanja yang dilakukan pergeseran dari BA 999.08 ke BA-K/L
merupakan tambahan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan tidak menjadi dasar
perhitungan untuk alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Direktorat Jenderal
Anggaran melakukan penelaahan terkait dengan kesesuaian antara RKA-K/L dengan SP-SABA
999.08 dan Catatan Hasil Penelaahan. Anggaran belanja yang telah dilakukan pergeseran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diusulkan untuk direvisi oleh Sekretaris Jenderal/
Sekretaris Utama/ Sekretaris/ pejabat eselon | Kementerian/ Lembaga terkait kepada Direktur
Jenderal Anggaran. Tata cara pelaporan keuangan dan penetapan kode akun atas anggaran
belanja pada BA 999.08 yang telah dilakukan pergeseran ke BA-K/L, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pergeseran
anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA-K/L yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini
juga digunakan sebagai pedoman tata cara pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA-
K/L untuk Tahun Anggaran 2012, sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Menteri
Keuangan ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu Rl 187/PMK.02/2010 tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2011.

- Lampiran | halaman 1-16 dan Lampiran Il halaman 1-16.


https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2010/187~PMK.02~2010Per.htm

